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Abstract

In 2022, the province of West Kalimantan had an upper secondary school NER below
the national average, ranking second to last among other provinces. Additionally, the
NER varied significantly across its districts/cities. This indicates that upper
secondary school participation in West Kalimantan Province remains relatively low
and uneven. Despite the provincial government's adherence to the minimum budget
allocation for education, these disparities persist. This study aimed to provide an
overview of the situation, identify the variables influencing upper secondary school
participation, and analyze the tendencies of these variables at both individual and
district/city levels that significantly affect participation status. The analytical method
used is multilevel binary logistic regression. The analysis reveals that receiving the
PIP, the child's gender, the household head's education level, the child's age, the
classification of residence, the percentage of non-personnel education expenditure
in the regional budget, and the ratio of upper secondary schools to the population
aged 16-18 years significantly influence upper secondary school participation status.
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Abstrak

Pada Tahun 2022, Provinsi Kalimantan Barat memiliki capaian APM SMA sederajat
di bawah nasional dan menempati posisi kedua terakhir dari provinsi lainnya serta
antar kabupaten/kota di dalamnya memiliki capaian yang bervariasi. Hal ini
mengindikasikan partisipasi SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Barat masih
tergolong rendah dan tidak merata. Padahal, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
telah memenuhi alokasi minimum APBD untuk pendidikan. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui gambaran umum, variabel-variabel yang memengaruhi,
dan kecenderungan pengaruh dari variabel-variabel pada level individual dan
kabupaten/kota yang signifikan memengaruhi status partisipasi SMA sederajat.
Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner multilevel. Dari hasil
analisis ditemukan bahwa variabel mendapatkan PIP, jenis kelamin anak, pendidikan
KRT, usia anak, klasifikasi tempat tinggal, persentase APBD pendidikan belanja non
pegawai dan rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun
berpengaruh signifikan terhadap status partisipasi SMA sederajat.

Kata kunci: Partisipasi, Sekolah Menengah Atas, Logistik, Multilevel
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi dasar bagi suatu negara. Pendidikan adalah sebuah
investasi sumber daya manusia (SDM) serta alat untuk melawan kebodohan dan
kemiskinan (Karini, 2018). Pendidikan memiliki peranan yang besar bagi
pembangunan suatu negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD)
1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai penyiapan warga negara
yang baik, yakni warga negara yang tahu hak dan kewajiban (Amaliah, 2015).
Pendidikan juga disinggung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk
mendapatkan pendidikan. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional yang menetapkan bahwa
pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh
pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan berkualitas menjadi tujuan
Sustainable Development Goals (SDGs) keempat yaitu menjamin kualitas pendidikan
yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat
untuk semua. Pendidikan berkualitas juga merupakan salah satu dari lima sasaran
dalam kerangka SDGs yang fokus pada pilar pembangunan sosial untuk memastikan
bahwa pendidikan yang berkualitas tersedia untuk semua orang tanpa terkecuali serta
meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup. Hal ini bertujuan untuk memastikan
bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang setara
untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Salah satu faktor utama dalam pembangunan harus adanya SDM yang bermutu
(Suwartini, 2017). Untuk mendapatkan SDM yang bermutu maka diperlukan
pendidikan yang berkualitas. Salah satu cara peningkatan pendidikan guna
mendorong perkembangan suatu negara adalah dengan meningkatkan partisipasi
pendidikannya. Hal ini yang akan memengaruhi capaian pendidikan di suatu negara
(Utami & Wicaksono, 2019). Kondisi partisipasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat
dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka
Partisipasi Murni (APM). Partisipasi pendidikan dikelompokkan berdasarkan usia dan
tingkat pendidikan. Usia pendidikan terbagi menjadi 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18
tahun dan 19-23 tahun dengan tingkat pendidikan yang terbagi menjadi Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs) sederajat, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA) sederajat dan Perguruan Tinggi (PT) sederajat.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, APM adalah suatu persentase yang menunjukkan
partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila
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dibandingkan dengan APK, APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan
partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan
tertentu (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2021). Perhitungan APM di suatu
jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur
tertentu (16-18 tahun untuk SMA/SMK/MA sederajat) dibagi dengan jumlah
penduduk pada kelompok usia tertentu.
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Gambar 1. APM SMA sederajat berdasarkan provinsi di Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, Provinsi
Kalimantan Barat menduduki peringkat kedua terakhir untuk APM SMA sederajat di
Indonesia dan peringkat terakhir di Pulau Kalimantan sebesar 51,87. Angka tersebut
masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 61,97 yang artinya provinsi
tersebut masih minim akan partisipasi anak sekolah pada usia 16-18 tahun untuk
menempuh jenjang SMA sederajat. Salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi
sekolah pada jenjang SMA sederajat di Indonesia adalah anggaran pendidikan
(Mukhaiyar dkk., 2022). Pemerintah setiap tahunnya selalu menyiapkan anggaran
pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan APBD sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional pasal 49 ayat 1. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah sudah
berkomitmen untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui anggaran
yang diberikan. Alokasi APBD sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan,
khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu secara
ekonomi, sehingga anak-anak dari kaum miskin pun mempunyai kesempatan yang
sama dengan anak-anak kaum kaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi
keluarganya melalui pendidikan yang berkelanjutan (Simanjuntak, 2017).

Berdasarkan Gambar 2 yang bersumber dari Kementerian Keuangan pada bulan
Mei Tahun 2022, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menaati UUD 1945 Pasal
31 ayat 4 yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20
persen dari APBN dan APBD. Hal ini bertolak belakang apabila dilihat dari sisi
partisipasi SMA sederajat yang diambil dari data APM. Provinsi Kalimantan Barat
menempati peringkat terakhir dengan APM terendah di Pulau Kalimantan hanya
mencapai 51,87, angka tersebut masih di bawah angka nasional yaitu sebesar 61,97.
Dengan anggaran yang sudah melebihi 20 persen dan lebih besar dari 14 provinsi
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lainnya terutama yang ada di Pulau Kalimantan, seharusnya kualitas pendidikan
Provinsi Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan partisipasi SMA
sederajat Provinsi Kalimantan Barat yang lebih tinggi, terutama di Pulau Kalimantan.
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Gambar 2. Persentase APBD untuk pendidikan berdasarkan provinsi Tahun 2022

Beberapa penelitian terkait partisipasi pendidikan SMA sederajat telah
dilakukan sebelumnya. Sebagian besar penelitian masih menganalisis variabel-
variabel yang memengaruhi partisipasi SMA sederajat hanya pada satu level saja, yaitu
level mikro saja ataupun makro saja (Nau Dewa & Prasetyo, 2022; Arunatilake, 2006;
Virdam & Nani Ariani, 2023; Aurellin & Sentosa, 2023). Padahal, kedua level tersebut
dapat secara bersama memengaruhi partisipasi sekolah (Muttaqin, 2020). Sehingga,
jika variabel pada level makro dilibatkan dalam analisis bersama dengan variabel pada
level mikro maka analisis multilevel lebih tepat untuk digunakan. Masih banyak
penelitian yang belum melibatkan faktor APBD pendidikan belanja non pegawai di
level makro. Padahal menurut Nurkolis (2012) pada era otonomi daerah seperti
sekarang ini, kebanyakan anggaran pendidikan terserap untuk gaji dan tunjangan
pendidik dan tenaga kependidikan. Begitu kecilnya anggaran untuk belanja modal dan
barang dan jasa dikhawatirkan mengancam kualitas pembelajaran di kelas. Tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran umum, variabel-
variabel yang memengaruhi, dan kecenderungan pengaruh variabel-variabel tersebut
terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun tertua di
Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022.

Metode Penelitian

Data yang digunakan untuk analisis penelitian ini merupakan data sekunder yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data Modul KOR Susenas Maret 2022,
publikasi BPS, situs web Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. penduduk usia 16-18 tahun tertua di setiap rumah tangga dan belum
pernah tamat SMA sederajat yang bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Barat
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dengan jumlah 1.342 penduduk. Menurut Hurlock dalam Rini (2012), biasanya anak
tertua dalam sebuah keluarga diharapkan menjadi teladan bagi adik-adiknya. Hal ini
berarti bahwa ketika pendidikan anak tertua sudah baik, harapannya adalah bahwa
pendidikan anak-anak berikutnya juga akan menjadi baik. Variabel respons yang
digunakan adalah status partisipasi SMA sederajat yang terdiri dua kategori (biner)
yaitu “Berpartisipasi SMA Sederajat” dan “Tidak Berpartisipasi SMA Sederajat”.
Kategori “Berpartisipasi SMA Sederajat” menunjukkan bahwa penduduk yang berusia
16-18 tahun masih/sedang berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat,
sedangkan kategori “Tidak Berpartisipasi SMA Sederajat” menunjukkan bahwa
penduduk tersebut tidak/belum berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat.

Menurut human capital theory atau teori modal manusia, di negara berkembang
keputusan keikutsertaan anak dalam pendidikan ditentukan oleh orang tua (Becker,
2009). Muttaqin (2020) melakukan penelitian tentang anak-anak yang berpartisipasi
di sekolah. Penelitian tersebut menggunakan teori struktur peluang yang mengacu
pada gagasan bahwa peluang adalah kesempatan untuk mencapai tujuan tertentu,
seperti pekerjaan dan pendidikan yang dipengaruhi oleh organisasi atau struktur
masyarakat atau lembaga tertentu. Roberts (2009) mengklasifikasikan struktur
peluang menjadi dua dimensi. Faktor pendorong utamanya berasal dari status yang
diberikan, seperti latar belakang keluarga dan jenis kelamin, sementara faktor penarik
berasal dari pemerintah, sebagai penyedia layanan pendidikan. Woldehanna dkk.
(2006) mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi sekolah yaitu
individu, rumah tangga, sekolah, pemerintah dan lingkungan.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu metode analisis
deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif yang digunakan pada penelitian
ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang
digunakan. Variabel tersebut adalah variabel penjelas dan variabel respons. Media
yang digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel tersebut adalah tabel.
Analisis inferensia yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk melihat
signifikansi pengaruh dan kecenderungan mendapatkan PIP, jenis kelamin anak,
pendidikan KRT, usia anak, klasifikasi tempat tinggal, persentase APBD pendidikan
belanja non pegawai dan rasio jumlah SMA sederajat terhadap status partisipasi SMA
sederajat di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022. Analisis inferensia yang
digunakan adalah regresi logistik biner multilevel.

Dalam analisis regresi logistik biner multilevel terdapat dua model, yaitu model
random slope dan model random intercept. Model random slope memiliki nilai slope
yang berbeda setiap unit/grup sampel sedangkan model random intercept memiliki
nilai intercept yang berbeda di setiap unit/grup sampel namun nilai dari slope selalu
sama di setiap unit/grup sampel (Harlan, 2016). Menurut Hox (2010), model dengan
random intercept dianggap lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan model yang
menggunakan random slope. Dalam penelitian ini menggunakan model random
intercept sehingga pengaruh variabel penjelas terhadap variabel respons di setiap
kabupaten/kota diasumsikan sama. Persamaan (1) adalah persamaan regresi logistik
biner dua level dengan random intercept dalam penelitian ini.
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Ly . . . " ~ . “ .
ln( ) = Voo + V10PIP;j + V20/Kij + V30Pend;; + V40Usial6;; + ¥50Usial7,;

+ P60KTT;; + $01APBD_Pend; + §0,RSMA; + 11y (1)
dengan
i = urutan sampel level individu (level 1), i = 1,2, ..., n;; n; merupakan jumlah
penduduk pada level 1 dalam kelompok j
j = urutan sampel level kabupaten/kota (level 2),j = 1,2, ...,14
fly; = pendugaresidual efek acak pada level 2 untuk kabupaten/kota ke j
f;j = peluangkejadian sukses pada individu ke-i dalam kelompok ke
Yoo = Intersep
VPpo = efektetap (fixed slope) untuk variabel penjelas ke p
Yoq = efektetap (fixed slope) untuk variabel penjelas ke g
p = 123456
q = 1,2

Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter dalam model ini adalah

Maximum Likelihood Estimation (MLE). MLE bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi
likelihood sehingga estimator yang dihasilkan akan mendekati data observasi secara
maksimal (Hosmer dkk., 2013). Solusi dari persamaan likelihood diperoleh dengan
menggunakan perangkat lunak Rstudio yang menggunakan metode iteratif. Analisis
regresi logistik biner multilevel dengan random intercept dapat dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:

1. Pengujian signifikansi random effect digunakan untuk menentukan apakah

d

terdapat efek acak dengan membandingkan model yang memasukkan efek acak
dengan model yang tidak memasukkan efek acak. random effect signifikan
mengindikasikan terdapat variasi antar kelompok pada variabel respons, sehingga
lebih disarankan menggunakan model multilevel daripada model satu level.

Intraclass Correlation Coefficient atau ICC adalah proporsi dari variasi yang
dijelaskan oleh pola pengelompokan dalam populasi. ICC mencerminkan sejauh
mana dua unit observasi yang dipilih secara acak dari kelompok yang sama untuk
berkorelasi (Hox, 2010). ICC digunakan untuk mendapatkan ukuran varians dari
partisipasi sekolah menengah atas sederajat penduduk usia 16-18 tahun yang
muncul karena variasi karakteristik antara kabupaten /kota di Provinsi Kalimantan
Barat. Nilai ICC dihitung sebagai berikut :

Tl
oz, + 3,29 (2)
Pengujian dilakukan secara simultan untuk menentukan setidaknya satu variabel
penjelas yang mempengaruhi status partisipasi sekolah menengah atas sederajat
penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Penolakan
H, mengindikasikan bahwa setidaknya satu variabel penjelas memiliki dampak
yang signifikan pada variabel respons. Pengujian secara parsial bertujuan untuk
menguji pengaruh dari setiap variabel penjelas terhadap status partisipasi sekolah
menengah atas sederajat penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan Barat
tahun 2022. Penolakan H, ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial dari

p:
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variabel penjelas terhadap variabel respons. Odds ratio digunakan untuk menilai
kecenderungan setiap kategori variabel penjelas dalam mempengarubhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan, persentase penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan
Barat yang berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat mencapai 63,72 persen.
Persentase partisipasi tertinggi ditemukan di Kota Pontianak hingga mencapai 81,5
persen dan sebaliknya persentase terendah ditemukan di Kabupaten Sanggau yang
hanya mencapai 49,3 persen. Terlihat pada Tabel 1, persentase penduduk usia 16-18
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat tersebut ditemukan lebih
tinggi pada penduduk yang mendapatkan PIP sebesar 72,7 persen, berjenis kelamin
perempuan sebesar 64,8 persen, dengan pendidikan KRT minimal SMA sebesar 80,1
persen, berusia 17 tahun sebesar 72,3 persen dan bertempat tinggal di wilayah
perkotaan sebesar 73,8 persen.

Tabel 1. Persentase Status Partisipasi SMA Sederajat Setiap Variabel Penjelas Level

Individual
Status Partisipasi SMA
No. Variabel Kategori Sederajat
Ya Tidak

1 Mendapatkan PIP Tidak 63 37
Ya 72,7 27,3
2 Jenis Kelamin Anak Perempuan 64,8 35,2
Laki-laki 62,7 37,3
3 Pendidikan KRT <SMA 58,1 41,9
>=SMA 80,1 19,9
4 Usia Anak 16 Tahun 71,1 28,9
17 Tahun 72,3 27,7
18 Tahun 40,2 59,8
5 Klasifikasi Tempat Tinggal Perdesaan 58,5 41,5
Perkotaan 73,8 26,2

Sumber : Susenas Kor Maret 2022, diolah

Tabel 2. Ringkasan Statistik Variabel Penjelas Level Kabupaten/Kota

Variabel Ringkasan Statistik Hubungan Dengan
Minimum Maksimum Variabel Respons

Persentase APBD 19,11 46,45 Positif/Searah

Pendidikan Belanja Non (Melawi) (Kota Pontianak)

Pegawai

Rasio Jumlah SMA Sederajat 26,96 71,52 Positif/Searah

Terhadap Penduduk Usia (Sambas) (Kubu Raya)

16-18 Tahun

Sumber : Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel 2, variabel persentase APBD pendidikan belanja non pegawai
ditemukan bahwa Kota Pontianak menempati posisi pertama sebagai kabupaten/kota
dengan persentase APBD pendidikan belanja non pegawai terbesar di Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2022, yaitu sebanyak 46,45 persen. Sementara itu, Kabupaten
Melawi merupakan kabupaten/kota yang memiliki persentase APBD pendidikan
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belanja non pegawai yang terkecil di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 19,11
persen. Hal tersebut menandakan bahwa lebih dari 50 persen anggaran pendidikan
digunakan hanya untuk belanja pegawai. Kemudian berdasarkan variabel rasio jumlah
SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun ditemukan bahwa Kabupaten
Kubu Raya menempati posisi pertama sebagai kabupaten/kota dengan rasio jumlah
SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun tertinggi di Provinsi Kalimantan
Barat tahun 2022, yaitu sebesar 71,52 yang artinya setiap 10.000 penduduk usia 16-
18 tahun terdapat 71-72 SMA sederajat. Sementara itu, Kabupaten Sambas merupakan
kabupaten/kota yang memiliki rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia
16-18 tahun yang terkecil di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 26,96.

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh, maka dilakukan analisis
inferensia dengan regresi logistik biner multilevel. Pertama, dari pengujian signifikansi
efek acak diperoleh nilai statistik uji Likelihood Ratio (LR) yaitu 16,319 dan p-value
yang dihasilkan kurang dari ¢ = 0,1 sehingga dengan tingkat signifikansi sepuluh
persen dapat disimpulkan bahwa regresi logistik biner multilevel lebih cocok
dibandingkan dengan model regresi logistik biner satu level. Kedua, nilai ICC yang
dihasilkan pada kondisi null model yaitu sebesar 0,038 yang berarti bahwa proporsi
variasi status partisipasi pendidikan SMA sederajat pada level kabupaten/kota
terhadap variasi totalnya adalah sebesar 3,8 persen. Ketiga, dari hasil uji simultan
diperoleh statistik uji G sebesar 140,59 dan p-value yang dihasilkan kurang dari ¢« =
0,1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu variabel penjelas di dalam
model yang memengaruhi status partisipasi pendidikan SMA sederajat di Provinsi
Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, maka dapat dibentuk persamaan
sebagai berikut

o

In (#) = —1,996091" + 0,414596PIP*;; — 0,293007/K" ; + 0,906344Pend";

— 7,
+1,194300Usial6";; + 1,209144Usial7";; + 0,362294KTT";;
+0,0301584PBD_Pend"; + 0,011665RSMA”; + fly;

Selanjutnya hasil pengujian signifikansi parameter secara parsial dan odds ratio dapat
dilihat pada Tabel 3. Diketahui bahwa pada tingkat signifikansi sepuluh persen, semua
variabel penjelas berpengaruh signifikan terhadap status partisipasi SMA sederajat.
diketahui bahwa variabel mendapatkan PIP memiliki pengaruh yang signifikan dan
positif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan
nilai koefisien sebesar 0,414596. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16-18 tahun
yang mendapatkan PIP mempunyai kecenderungan 1,5137588 kali lebih besar untuk
berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat dibandingkan penduduk usia 16-18
tahun yang tidak mendapatkan PIP dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap
sama atau konstan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nau Dewa & Prasetyo (2022)
yang menunjukkan bahwa penduduk usia 16-18 tahun yang tidak memiliki KIP/PIP
memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah
dibandingkan dengan penduduk usia 16-18 tahun yang memiliki KIP/PIP, dengan
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asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Penelitian yang
dilakukan oleh Hakim (2020) juga menunjukkan hasil yang sama di mana variabel
status kepemilikan KIP/PIP berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah.
Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020) menunjukkan bahwa anak yang memiliki
KIP/PIP memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpartisipasi sekolah
dibandingkan yang tidak memiliki KIP/PIP. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan
pemerintah di bidang pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi
sekolah. Bantuan berupa KIP/PIP dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk menikmati pendidikan yang lebih baik, agar program wajib belajar 12 tahun
dapat tercapai.

Tabel 3.  Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Secara Parsial Dan Odds Ratio Pada Setiap
Variabel Penjelas

No. Variabel % Odds Ratio P value
Konstanta -1,996091 0,1358654 0,00022*
Variabel Penjelas Level Individual
1  Mendapatkan PIP (ref: Tidak Mendapatkan PIP)

Mendapatkan PIP 0,414596 1,5137588 0,07912*
2 Jenis Kelamin Anak (ref: Perempuan)
Laki-laki -0,293007 0,7460171 0,01535*
3 Pendidikan KRT (ref: <SMA)
>=SMA 0,906344 2,4752568 0,00000*
4  Usia Anak (ref: 18 Tahun)
16 Tahun 1,194300 3,3012472 0,00000*
17 Tahun 1,209144 3,3506155 0,00000*
5 Klasifikasi Tempat Tinggal (ref : Perdesaan)
Perkotaan 0,362294 1,4366219 0,01979*
Variabel Penjelas Level Kabupaten /Kota
6  Persentase APBD 0,030158 1,0306170 0,00454*
Pendidikan Belanja Non
Pegawai
7  Rasio Jumlah SMA 0,011665 1,0117337 0,07080*
Sederajat Terhadap
Penduduk Usia 16-18
Tahun

Keterangan : * signifikan pada =10 persen.

Selanjutnya variabel jenis kelamin anak memiliki pengaruh yang signifikan dan
negatif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan
nilai koefisien sebesar -0,293007. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16-18 tahun
yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kecenderungan 0,7460171 kali lebih kecil
untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat dibandingkan penduduk usia
16-18 tahun yang berjenis kelamin perempuan dengan asumsi variabel penjelas
lainnya dianggap sama atau konstan. Hal ini sejalan dengan literatur terdahulu yang
menyatakan partisipasi sekolah anak perempuan biasanya lebih tinggi dibandingkan
dengan anak laki-laki (Pangesti Arum & Roza Adry, 2020). Beberapa penelitian
mengungkapkan bahwa anak perempuan cenderung lebih siap untuk berpartisipasi
dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan anak perempuan, secara konsisten
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menunjukkan perilaku yang lebih mudah diatur. kemampuan bahasa, dan kompetensi
sosial relatif lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (Bulotsky-Shearer dkk., 2012).
Studi yang ada menyatakan orang tua lebih mungkin untuk menyekolahkan anak
perempuan dari anak laki-laki (Banzragch dkk. 2019). Selanjutnya, Arunatilake
(2006) memperkirakan bahwa anak laki-laki lebih kecil kemungkinannya untuk
berada di sekolah dasar, mungkin karena keterlambatan mulai sekolah oleh anak laki-
laki dibandingkan dengan anak perempuan. Disisi lain, menurut Rafique dkk. (2020)
kemiskinan adalah penyebab nyata rendahnya partisipasi sekolah yang menyebabkan
anak laki-laki harus bekerja demi membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga. Hal tersebut sejalan dengan penduduk berumur 15-19 tahun yang bekerja
selama seminggu yang lalu hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus
didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selanjutnya variabel pendidikan KRT memiliki pengaruh yang signifikan dan
positif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan
nilai koefisien sebesar 0,906344. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16-18 tahun
yang mempunyai KRT dengan pendidikan minimal SMA sederajat mempunyai
kecenderungan 2,4752568 kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan
SMA sederajat dibandingkan penduduk usia 16-18 tahun yang mempunyai KRT
dengan pendidikan minimal SMP sederajat dengan asumsi variabel penjelas lainnya
dianggap sama atau konstan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nau Dewa &
Prasetyo (2022) yang menunjukkan bahwa penduduk usia 16-18 tahun dengan
pendidikan KRT maksimal tamat SMP memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk
tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan dengan penduduk usia 16-18 tahun dengan
KRT berpendidikan minimal tamat SMA ke atas, dengan asumsi variabel penjelas
lainnya dianggap sama atau konstan. Hasil penelitian Khairunnisa dkk. (2014) juga
menyebutkan semakin tinggi tingkat pendidikan KRT yang berpendidikan di atas SMP
semakin besar kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang
lebih tinggi. Semakin besar jumlah KRT yang berpendidikan di atas SMP semakin
banyak anak yang bersekolah karena orang tua mereka menginginkan anaknya
mendapatkan pendidikan lebih tinggi dari orang tuanya. Todaro dan Smith dalam
Khairunnisa dkk. (2014) mengatakan bahwa salah satu faktor sosial ekonomi
terpenting adalah pendidikan KRT. Semakin tinggi pendidikan KRT semakin tinggi
kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya.

Selanjutnya variabel usia anak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif
terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai
koefisien sebesar 1,194300 untuk usia 16 tahun dan 1,209144 untuk usia 17 tahun.
Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16 tahun mempunyai kecenderungan 3,3012472
kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat dibandingkan
penduduk usia 18 tahun dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau
konstan. Begitu juga dengan penduduk usia 17 tahun mempunyai kecenderungan
3,3506155 kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat
dibandingkan penduduk usia 18 tahun dengan asumsi variabel penjelas lainnya
dianggap sama atau konstan. Dengan kata lain, semakin bertambahnya usia, maka
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kecenderungan untuk berpartisipasi SMA sederajat semakin kecil. Hal tersebut sejalan
dengan hasil penelitian Arunatilake (2006) yang menunjukkan bahwa partisipasi anak
di sekolah cenderung menurun seiring bertambahnya usia mereka, yang mana hal
tersebut menunjukkan pengaruh negatif usia terhadap keterlibatan anak dalam dunia
pendidikan. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Huisman & Smits (2009) di
mana usia anak ternyata memiliki dampak negatif terhadap keterlibatan mereka
dalam dunia pendidikan di 30 negara berkembang yang menjadi fokus penelitian.
Korelasi negatif antara usia dan partisipasi sekolah terkait dengan pilihan seseorang
untuk bekerja demi membantu keluarga atau memilih menikah, terutama pada
perempuan. Emerson & Souza (2008) mengungkapkan bahwa di negara berkembang,
anak-anak yang lebih tua memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk
berpartisipasi dalam sekolah. Alasannya adalah karena mereka harus membantu
orang tua mereka bekerja dan menyekolahkan adik-adik mereka, sehingga waktu
untuk sekolah menjadi terbatas. Hal tersebut sejalan dengan hasil Sakernas Agustus
penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu, semakin
bertambah umur penduduk maka jumlah penduduk yang bekerja semakin banyak
(Badan Pusat Statistik, 2023).

Selanjutnya variabel klasifikasi tempat tinggal memiliki pengaruh yang
signifikan dan positif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18
tahun dengan nilai koefisien sebesar 0,362294. Hal ini berarti bahwa penduduk usia
16-18 tahun yang bertempat tinggal di perkotaan mempunyai kecenderungan
1,4366219 kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat
dibandingkan penduduk usia 16-18 tahun yang bertempat tinggal di perdesaan
dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Nau Dewa & Prasetyo (2022) yang menunjukkan bahwa
penduduk usia 16-18 tahun yang tinggal di daerah perdesaan memiliki kecenderungan
yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan dengan penduduk
usia 16-18 tahun yang tinggal di daerah perkotaan. Hasil yang diperoleh pada
penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiadi dkk. (2017)
dan Hakim (2020) yang menunjukkan daerah tempat tinggal berpengaruh signifikan
terhadap partisipasi sekolah. Responden yang tinggal di daerah perkotaan memiliki
peluang yang lebih tinggi untuk bersekolah dibandingkan responden yang tinggal di
daerah perdesaan. Menurut Khusaini & Muvera (2020) sekolah di perkotaan
cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan sekolah
di perdesaan. Fasilitas ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan
kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Hal tersebut juga bisa dilihat dari angka melek
huruf penduduk usia 15-19 tahun Provinsi Kalimantan Barat untuk wilayah perkotaan
yang sudah mencapai 100 persen, sedangkan perdesaan belum menyentuh angka 100
persen. Menurut Dores dkk. (2015) angka melek huruf dapat menjadi indikator untuk
melihat perkembangan pendidikan penduduk.

Dari segi kontekstual variabel persentase APBD pendidikan belanja non pegawai
memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap status partisipasi SMA
sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai koefisien sebesar 0,030158. Hal ini
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berarti bahwa setiap penambahan persentase APBD pendidikan belanja non pegawai
sebesar satu persen, maka akan meningkatkan kecenderungan anak untuk
berpartisipasi SMA sederajat sebesar 1,0306170 kali dengan asumsi variabel penjelas
lainnya dianggap sama atau konstan. Hal ini sejalan dengan penelitian Aurellin &
Sentosa (2023) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap APM SMA provinsi-provinsi di
Indonesia. Artinya ketika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan meningkat
maka APM provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat. Alokasi APBD sangat
dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berasal
dari keluarga miskin dan tidak mampu secara ekonomi, sehingga anak-anak dari kaum
miskin pun mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak kaum kaya untuk
meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarganya melalui pendidikan yang
berkelanjutan (Simanjuntak, 2017).

Selanjutnya variabel rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18
tahun memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap status partisipasi SMA
sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai koefisien sebesar 0,011665. Hal ini
berarti bahwa setiap penambahan rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk
usia 16-18 tahun sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kecenderungan anak
untuk berpartisipasi SMA sederajat sebesar 1,0117337 kali dengan asumsi variabel
penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Hal ini sejalan dengan penelitian Virdam
& Nani Ariani (2023) yang menunjukkan bahwa jumlah sekolah memiliki pengaruh
positif terhadap APS tingkat Provinsi dalam Pulau Sulawesi periode 2014-2021. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Johri yang mengatakan bahwa tujuan peningkatan
partisipasi sekolah khususnya untuk masyarakat tidak mampu dapat didukung dengan
peningkatan sarana prasarana. Gedung sekolah mempunyai fungsi sebagai tempat
berinteraksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil penelitian
ini juga sejalan dengan penelitian Sumarno (2019) yang menyatakan bahwa jumlah
sekolah berpengaruh positif terhadap APS. Persebaran jumlah sekolah yang merata
membuat masyarakat mudah dalam mengakses fasilitas pendidikan. Hal tersebut
dapat memicu masyarakat untuk menempuh atau melanjutkan pendidikan dan akan
berdampak pada peningkatan APS.

KESIMPULAN

Persentase penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan Barat lebih dominan
berpartisipasi SMA sederajat. Kelompok penduduk tersebut memiliki karakteristik
yang mendapatkan PIP, berjenis kelamin perempuan, memiliki KRT dengan
pendidikan minimal SMA sederajat, berusia 17 tahun, bertempat tinggal di perkotaan,
serta tinggal di kabupaten/kota dengan persentase APBD pendidikan non pegawai
yang tinggi dan rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun yang
tinggi.

Variabel-variabel yang memengaruhi status partisipasi SMA sederajat pada level
individual adalah mendapatkan PIP, jenis kelamin anak, pendidikan KRT, usia anak,
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dan klasifikasi tempat tinggal. Sementara itu, variabel yang memengaruhi status
partisipasi SMA sederajat pada level kabupaten/kota adalah persentase APBD
pendidikan non pegawai dan rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-
18 tahun.

Pada level individual, peluang penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan
Barat untuk berpartisipasi SMA sederajat menjadi lebih besar pada penduduk yang
mendapatkan PIP, berjenis kelamin perempuan, memiliki KRT dengan pendidikan
minimal SMA sederajat, berusia 16-17 tahun dan bertempat tinggal di perkotaan. Pada
level kabupaten/kota peluang partisipasi SMA sederajat juga ditemukan semakin
besar seiring semakin besarnya persentase APBD pendidikan belanja non pegawai dan
semakin besarnya rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun.
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